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Penggunaan tenaga kerja outsourcing dalam kegiatan penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi sebagaimana 
disebutkan dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa 
yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan 
langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha 
pokok suatu perusahaan. Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa pengaturan 
tentang syarat-syarat memperkerjakan pekerja kontrak sangat dibatasi. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 
klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan 
dasar pelaksanaan outsourcing dan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan 
hukum antara karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa 
outsourcing. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang 
berfokus pada norma dan bahan hukum sebagai data utama. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang 
berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian 
diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan menggunakan metode analisa 
kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. 
Adapun metode berpikir dalam pengambilan kesimpulan adalah dengan metode 
induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. 
Klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang 
merupakan dasar pelaksanaan outsourcing hanya kegiatan jasa penunjang dalam 
perusahaan pemberi kerja tersebut. Kegiatan tersebut, antara lain, usaha pelayanan 
kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengaman, 
usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan 
angkutan pekerja. Hubungan hukum antara karyawan outsourcing dengan 
perusahaan pengguna jasa outsourcing terjadi atas dasar perjanjian kerja yang 
dilakukan perusahaan pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan penyedia 
jasa karyawan outsourcing, sehingga tidak ada hubungan perjanjian kerja antara 
karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa. 
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The use of outsourced labor in support activities or activities that are not 
directly related to the production process as mentioned in the explanation of 
Article 66 of the Employment Act that are intended to support activities or 
activities that are not directly related to the production process-related activities 
outside the core business of a company. Of these provisions, it appears that the 
arrangement of the terms of hiring contract workers is very limited. 
The purpose of this study was to determine and analyze the major job 
classifications and work supporting a company that is the basis for the 
implementation of outsourcing and to determine and analyze the legal relationship 
between the employees of the company outsourcing the outsourcing of service 
users. 
Study is a study that focuses on the normative juridical norms and legal 
materials as the main data. Methods of data collection is done by studying and 
reviewing legal materials related to research. Data obtained from the literature, 
and directed, discussed and given an explanation by using the method of 
qualitative analysis, which is a way of research that produces descriptive data 
analysis. The method of thinking in the decision is the method of inductive 
inference, which draw conclusions from the general to the particular case. 
Classification of main job and the job of supporting companies that are the 
basis for implementing outsourcing only auxiliary service activities in the 
employer company. Activities, among others, business cleaning services, the 
business of supplying food for the workers, safety personnel business, business 
support services in the mining and petroleum, and businesses providing 
transportation workers. Legal relationship between the employee with the 
company's outsourcing outsourcing service users place on the basis of agreement 
by the company with corporate users of outsourcing services outsourcing provider 
employee, so there is no employment relationship between employees of the 
outsourcing agreement with the company's service users. 
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